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ABSTRAKS

MIFTAHUL ULUM, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang
kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)”. Jurusan
Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.

Dalam penelitian ini, penyusun memanfaatkan metode kualitatif yang
menckankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam
konteks tertentu), dan mencermati fenomena yang ada, dengan memanfaatkan
pendekatan normatif sosiologis, dan metode pengumpulan data yang bersifat
literer dan penelusuran dokumentasi yang diperlukan.

Dari analisis deskriptif yang dilakukan, ditemukan bahwa Perda Kota
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima
dimaksudkan untuk memfasilitasi hajat dan kebutuhan yang mereka butuhkan,
dibarengi pengawasan terhadap pelakasanaan atau terealisasinya tujuan tersebut
oleh Walikota atau pejabat yang berwenang. Sejauh penelitian yang penyusun
lakukan, campur-tangan (intervensi) pemerintah memberikan peraturan terhadap
masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan hak-
hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta.

Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002 tentang penataan pedagang kakilima, adalah 1] dilihat dari dasar legal
intervensi yang ada dalam Islam dan dihubungkan dengan intervensi pemerintah
Kota Yogyakarta dalam menentukan peraturan daerah tentang pedagang
kakilima telah mengacu kepada standar dasar syari'ah Islam. Hal ini sesuai
dengan perda tersebut, yaitu memberikan pembinaan, pengawasan dan penataan
pedagang kakilima agar kota tetap aman; dan 2] dilihat dari prinsip-prinsip
mu'amalah hukum Islam bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002
tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip mu'amalah
hukum Islam karena di dalamnya banyak menyimpan pesan-pesan pemelirahaan
hak individu, kescjahteraan, keadilan, kepentingan dan maslahat pedagang
kakilima itu sendiri selaku masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya
sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik.

Dari hasil penelitian tersebut di sini ada beberapa masukan yang juga
perlu diperhatikan: 1] Dalam masalah Peraturan Daerah umumnya dan Kota
Yogyakarta khususnya, tentang Penataan Pedagang Kakilima No. 26 Tahun 2002
agar dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dan masyarakat Yogyakarta
untuk menata Yogyakarta lebih maju lagi. Dengan adanya Perda tersebut
hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak keluar dari hukum-
hukum mu'amalah Islam; dan 2] Perlunya dilakukan kajian hukum mu'amalah
Islam yang lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu,
schingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan
perubahan zaman. M
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor
158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif - Tidak dilambangkan

L
o

Ba’ -
= & t -
< Tsa’ s s dengan titik di atas
c Jim j -
C Ha’ h h dengan titik di bawah
< Kha’ kh -
y Dal d -
3 Dzal z z dengan titik di atas
J Ra’ r -
J Zai z -
o Sin s -
< Syim sy —
o Shad $ s dengan titik di bawah
o Dhad d d dengan titik di bawah
= Tha’ t t dengan titik dibawah
L

Zha’ 4 z dengan titik di bawah
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‘Ain
g Ghain
- _
Fa’
< Qaf
&
Kaf
d Lam
¢ Mim
v Niin
7 Wawu
-2 _
Ha’
&
Hamzah
st Ya’

y

koma terbalik

apostrof di awal kalimat

B. Konsonan Rangkap karena Syiddah Ditulis Rangkap

<, 0 ¥~ g8

O

P i

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

muta‘aqqidun

‘iddah

hikmah

Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ¢

RRPEVgS

ditulis karamatul auliya’
Shadll 31875 ]
ditulis zakatul fitr
D. Vokal Pendek
(fathah) ditulis a
(kasrah) ditulis i
(dammah) ditulis u
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis a
ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + ya’ mati ditulis a
ditulis tanha
3. kasrah + ya’ mati
H‘)s ditulis karim
4. dammah + wawu mati ditulis u
=9 ditulis furud
F. Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati ditulis ai
- ditulis bainakum
2. fathah + wawu mati ditulis au
aldn -~
ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

X



H.

X

ditulis a’antum
XY
ditulis u‘iddat
o Ko 'S':_ o, ¢
& o ditulis 1a’in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah, ditulis al-

}. To H ‘
oAl ditulis al-Qur’an
N _
ditulis al-Kitab
2. Bila diikuti huruf yamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf /(el)-nya
APV )
ditulis as-sama’

E a,,“

ditulis asy-syams

Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD).
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis
penulisannya.

o=l all (55

A8 af

ditulis  zawil furid  atau  zawi al-furud

ditulis  ahlus sunnah atau  ahl as-sunnah. ©
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1997 merupakan awal dari krisis ekonomi bagi bangsa
Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot secara tajam dan
akhirnya berimbas pada ambruknya roda perekonomian bangsa ini.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hal yang biasa di pendengaran
kita. Sehingga angka pengangguran menjadi meningkat, di sisi lain masalah
urban yang terlampau banyak dan tidak teratur, mengakibatkan beberapa
keadaan yang merugikan kota.

Penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota,
yang ternyata mereka menjumpai kekecewaan yang besar. Karena besamya
jumlah mereka yang mencari pekerjaan melebihi jumiah lowongan yang
tersedia. Sehingga timbul persaingan-persaingan antar mereka yang ditambah
pula dengan persaingan yang datang dari penduduk kota sendiri. Orang-orang
desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri, di kota tidak akan
ada orgng lain yang membantu. Cita-cita yang muluk akhirnya terhambat,
lalu timbul pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan tunakarya.l

Peningkatan pengangguran di suvatu daerah dapat dikategorikan

kepada masalah sosial. Menurut Soerjono Soekamto, masalah sosial timbul

'Soerjono Sockamto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), him. 160



dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang
bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan
kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkut paut
dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta
penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-
penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal
yang merupakan masalah sosial. Sesuai dengan sumber-sumbernya tersebut,
hal ini diklasifikasikan dalam masalah sosial. Salah satu problema yang
berasal dari faktor ekonomis antara lain masalah pengangguran, kemiskinan
dan lain-lain.”

Tapi ada sebagian kaum urban yang mencoba mencari solusi hidup
dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mendirikan tenda-tenda
yang dipasang di pinggir jalan maupun di trotoar, yang dikenal dengan istilah
pedagang “kakilima.” Hal semacam itu setidaknya turut memberikan angin
segar sebagai solusi bagi sebagian yang lain untuk mengikuti langkah teman
urbannya yang lebih dulu melangkah.

Dalam beberapa waktu solusi ini memberikan dampak positif dalam
mengurangi angka pengangguran kota, pergerakan ekonomi kota mulai
mengalami perbaikan. Akan tetapi lambat laun jumlah pedagang kaki lima
semakin bertambah, sebab pada saat para pedagang pulang kampung waktu
lebaran pada umumnya mereka mengajak teman, kerabat maupun

tetangganya untuk ikut serta menuju kota dan secara otomatis memberikan

2 Ibid.



dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik, sebagian contoh dampak
negatif dari hal ini adalah merusak tata kota. Karena mereka membuka
dagangannya sampai badan jalan sehingga terganggunya pengguna fasilitas
publik lainnya, belum lagi masalah kebersihan yang kurang terawat dan
masalah ketertiban kota lainnya yang sering juga dilanggar, sehingga keadaan
kota menjadi semrawut.

Dengan adanya hal semacam itu seringkali muncul kekesalan dan
keluhan di masyarakat dengan mengatakan pedagang kakilima (PKL)
merampas hak pejalan kaki! PKL membuat kesan kumuh, yang pada akhimya
mengundang perhatian pemerintah setempat untuk mengatur dan menindak
dengan mengusur mereka (PKL). Terkadang pemerintah menggunakan cara-
cara kasar dengan mengobrak-abrik tempat tersebut. Namun, selain itu
pemerintah juga mencoba berupaya melakukan pembinaan dengan cara
merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik meskipun harga sebuah relokasi
harus dibayar mahal. Andaipun terpaksa melakukan penggusuran paksa
dengan cara kekerasan dari tempatnya betjualan sebagai komitmennya adalah
guna menjaga keasrian dan kenyamanan kota. Perlakuan ini biasa terjadi di
berbagai kota di seluruh negeri ini. Sebagai contoh, angka penggusuran di
kota Jakarta sebagai barometer perkotaan di Indonesia tercatat sejak tahun

1996 sampai 29 Desember 2002 adalah 170.352 KK, 8645 rumah.>

3Subagio Budi Prajitno, PKL Masih Dianggap Penyakit”, dalam http://www.bigs.or.id.
Diakses pada tanggal 26 Juli 2005



Penggusuran di berbagai kota terhadap pedagang kakilima sebenamya
menimbulkan dua permasalahan yang sama-sama berat bagi pemerintah
setempat. Jika pedagang kakilima digusur maka semakin meningkatnya
pengangguran tidak dapat dihindari dan memunculkan masalah sosial
lainnya, dan jika tidak digusur maka tata kota termasuk kebersihan,
keindahan dan keasrian kota akan rusak oleh tingkah pedagang kakilima, juga
kadang sampai menganggu ketertiban lalulintas di jalan.

Oleh karena itu pemerintah dituntut proaktif dalam menyelesaikan
masalah sosial ini sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang
menjelaskan bahwa "tiap warga Negara berhak atas penghidupan dan
pekerjaan yang layak bagi kemanusian". Pengembangan kehidupan sosial
dijadikan suatu keharusan dan terintegrasi dalam upaya bangsa ini keluar dari
jeratan krisis. Mewujudkan kemandirian umat merupakan hal yang penting.
Realisasi ini harus dilakukan melalui berbagai cara dan prasarana secara
konseptual operasional, diperhatikan oleh umat dan dilakukan secara
bersama-sama terutama oleh para penguasa yang diberi amanat Allah untuk
menangani permasahan ini.*

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kota Yogyakarta,
tidak luput pula dari permasalahan ini. Pemerintah kota dituntut untuk
mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan

prinsip demokrasi ekonomi. Masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan

*Yusuf Qordhawi, Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam, terj. Didin Hafinuddin
dkk. (Jakarta:, Rabbani Press, 1997), hlm. 196



berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, namun demikian disadari bahwa
kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan tempat usaha sektor
formal sangatlah terbatas. Di sisi lain masyarakat berharap dengan leluasa
ingin bisa mendapatkan peluang usaha yang disediakan pemerinlah daerah,
sehingga terjadi ketidak-seimbangan antara permintaan dan fasilitas yang
tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang dapat mendorong
kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang
kakilima dengan tetap memperhankan hubungan yang saling menguntungkan
bagi sesama usaha lainnya. Ini juga dimaksudkan untuk mencegah persaingan
yang tidak sehat, di mana peraturan daerah tentang penataan pedagang
kakilima pun perlu dibuat.

Untuk mensikapi hal ini pemerintah kota Yogyakarta dan instansi
terkait telah menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan
dengan diterbitkannya peratutan daerah (perda) Kota Yogyakarta No. 26
Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima. Dalam peraturan daerah
ini terdapat dua peranan yang sangat penting, yaitu di satu sisi merupakan
perlindungan dan pengakuan terhadap pedagang kaki lima di Kota
Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya peraturan daerah ini merupakan dasar
hukum yang kuat bagi pemerintah kota untuk melakukan fasilitasi atau
pembinaan, pengaturan dan penertiban pedagang kakilima.

Selain hal tersebut diatas, penataan pedagang Kkakilima juga
dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang, aman,

tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu pedagang kakilima juga diberikan



kesempatan untuk dikembangkan namun faktor keseimbangan terhadap

kehutuhan bagi kegiatan lainnya pun perlu terjaga.

Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian
dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan
individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Campur-tangan di sini termasuk
pengaturan lapangan pekerjaan bagi warganya. Adanya peran pemerintah
terhadap suatu kebijakan ekonomi pada intinya adalah untuk penertiban
kegiatan ekonomi menuju tercapainya keadilan sosial.’

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel,
meliputi seluruh aktifitas dan tindakan yang di antaranya dapat
menghilangkan kemudlaratan, menegakkan keadilan di antara manusia. Ada
beberapa dalil yang diungkapkan Yusuf Qardhawi tentang kewajiban
pemerintah:

1. Bahwa tanggungjawab pemerintah sebagaimana yang tergambar dalam
tanggung jawab imam (pemimpin atau penguasa) dalam Islam merupakan
tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh suatu apapun.

2. Bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah
satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi

ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para Rasul dan

SAhmad Azhar Basyir, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Y ogyakarta: Tiara Wacana
1992), hlm. 67



menurunkan Kitab Suci-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman
Allah:

Ol a8 o el g LS g Ly cilinlly Uik b 81
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Makna al-gist dalam ayat tersebut adalah ‘'keadilan' yang
dengannya dapat terwujud kescimbangan antara satu hal dengan hal
lainnya tanpa cenderung atau menyimpang, tidak melampaui batas dan
tidak berat sebelah. Oleh karena itu Allah memerintahkan Ulil Amri
(penguasa) untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi, yaitu
dengan menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil. Hal
seperti ini termaktub dalam firman Allah:

O ol c S 135 Lghal Y Yl 1 o oS ey il g
7 omadaian OIS A Of 4y aSTaay Lexd a0 Jaxlly ) gaSad

Oleh karena itu, setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang
dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman
disambut baik oleh syari’at.

3. Syariat Islam berusaha mencegah kemudlaratan yang akan terjadi
pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan

mudlarat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan

5QS. Al-Hadid (57): 25
’QS. An-Nisa’ (4): 58



kemudlaratan yang akan terjadi, sebagaimana disebutkan dalam
prinsip kaidah figh yang berbunyi:

8 N pa¥y ypa¥

Dari hadis tersebut, maka semua undang-undang dan peraturan

atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya darar yang

dilakukan sebagian orang terhadap sebagian yang lain ditolerir oleh Islam

dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah

syarat. Oleh sebab itu, tidak seorang pun ulama yang menentang undang-

undang semisal undang-undang laluliﬁtas yang dimaksudkan untuk
kemaslahatan pengendara dan masyarakat.

4. Bahwa siyasah syar’jyah dalam fiqih Islam merupakan pintu yang luas
bagi pemerintah Islam. Maka dari itu, pemerintah Islam dapat masuk
untuk mewujudkan kemaslahatan yang dipandangnya patut dengan
membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang
dipandangnya mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak
bertentangan dengan nas.’

Yusuf Qardawi, mengutip pendapat asy-Syatibi, menjelaskan bahwa
dalam menetapkan hukum yang ada kaitannya dengan perbuatan atau
aktifitas manusia selalu menekankan dan berorientasi pada aspek maslahah

yang tetap berpegang teguh dengan berdasar pada konsep magasid asy-

] 8.!a1al ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair (Beirut: Muassasah al-
Kutub as-Saqafiyah, 1994), him. 112

*Yusuf Qardawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), I: 732.



syar’iyah yakni dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran dengan
menjaga 5 (lima) hal sebagai hal yang daruri yang harus ada dan
dilaksanakan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.'”
Melihat realita dan kondisi di atas, penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang sejauh mana implementasi prinsip-prinsip
hukum Islam khususnya fiqih mu’amalah dalam Perda Kota Yogyakarta No.
26 Tahun 2002, di mana Perda ini memberikan peraturan-peraturan yang

mengatur, melindungi dan mengayomi pedagang kakilima di Yogyakarta.

B. Pokok Masalah
Dari uraikan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,
dapat dikemukakan beberapa inti masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini
sebagaimana berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewenangan pemerintah
dalam menetapkan peraturan penataan peagang kakilima?
2. Apa dan bagimana kandungan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002
tentang penataan pedagang kakilima?
3. Bagaimana tinjavan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No.

20 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?

1% usuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, ab. M. Zaki dan Y azid Tajid (Surabaya:
Dunia Ilmu 1997), hlm. 58
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kewenangan
pemerintah dalam menetapkan peraturan penataan pedagang
kakilima
b. Untuk mengetahui kandungan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penataan
pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun

2002.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan
konstruktif bagi khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang
mu'amalah dan perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan penataan

pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002.

D. Telaah Pustaka
Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada pembahasan yang secara
detail mengupas tentang penataan pedagang kakilima dalam Perda Kota
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 menurut perspektif hukum Islam. Tetapi ada
beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya adalah:
Buku yang memuat tentang pengertian mu'amalah seperti yang

dibahas dalam buku Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, karya
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Masduha Abdurrahman. Dalam buku ini juga dipaparkan bahwa figh
mu'amalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan
hubungan manusia antar sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-
hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.'!

Dalam karya lain senada, Ahmad Azhar Basyir memberikan
penjelasan tentang kedudukan muamalah dengan pengertian pergaulan hidup
tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain
yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian
terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan
bidang muamalah ini sedemikian penting hingga hadis Nabi mengajarkan
bahwa agama adalah muamalat.'”

Secara umum, Hasbi ash-Shiddiqy, dalam buku Pengantar Figh
Mu'amalah, menjelaskan adanya persyaratan-persyaratan tertentu ketika
melakukan transaksi dalam hukum mu'amalah Islam. Termasuk di dalamnya
adalah transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, adanya nilai
manfaat dalam transaksi, yakni transaksi tidak sah dilakukan dengan
kompensasi yang diambil oleh salah seorang pelaku transaksi pada saat
bersamaan masih ada persoalan yang harus diselesaikan, adanya indikasi yang

mensyaratkan bahwasanya aktivitas serah-terima telah selesai.'>

""Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Surabaya:
Central Media, 1992), him. 32

ZAhmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 112

"Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Figh Mu'amalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), him.
27-28
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Budiono Kusumo Hamidjojo, dalam bukunya Dasar-dasar Merancang
Kontrak, memberikan penjelasan bahwa transaksi hanya mungkin terjadi bila
ada “persetujuan’ antar pihak (agreement). Transaksi ini akan menimbulkan
timbal balik yang terdapat di dalamnya unsur-unsur merundingkan,
mengelola dan memproses sesuatu yang telah diputuskan yang akhirnya
dapat menimbulkan serangkaian tindakan kemudian melahirkan kontrak.
Dalam konteks inilah dirumuskan secara tertulis yang disebut sebagai
perjanjian.14

Sedangkan Muhammad Yusuf, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah
Kota Yogyakarta, hanya mengkaji secara umum tentang pengelolaan dan
retribusi parkir (perda perparkiran) yang ditinjau dari hukum Islam."” Hal ini
sangat berbeda dari pembahasan dalam penelitian yang penyusun lakukan

yang melihat keberadaan perda tentang pedagang kakilima ditinjau dari

hukum Islam.

“Budiono Kusumo Hamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak (Jakarta: Grasindo,
1998), him. 4-6

Muhammad Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan
Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2001)
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E. Kerangka Teoritik

Al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber asasi syari'ah Islam.'
Memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan cara istinbat dan
ijtihad bukan persoalan lagi, ajaran Islam adalah menampung masalah Islam
yang berlaku sepanjang zaman Kalau al-Quran dan as-Sunnah sebagai
sumber asasi Islam, ijtihad berfungsi sebagai penggeraknya.'’

Dengan demikian, suatu pemerintahan dalam Islam termasuk
intervensi pemerintahan terhadap masyarakat, di mana pemerintahan harus
bertanggungjawab atas kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Jika kebijakan-
kebijakan pemerintah berkehendak menghilangkan kesengsaraan atau demi
kesejahteraan yang hendak diraih, maka tanpa satu dari hal ini, kebijakan
tersebut tidak menemukan legalnya dan berarti haram dalam Islam. Sebab
kalau hal itu dilakukan, kebijakan tersebut akan mengancam hak-hak individu
mengurus diri sendiri.'®

Syari'ah Islam, di sisi lain, juga mempunyai konsep dasar pola pikir
dan pola tindak yang sangat sederhana, namun terasa sangat pas. Islam
membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni hablun min Allah
(‘ibadah) dan hablun min an-nas (mu’amalah) yang masing-masing lengkap
dengan operasionalnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap perundang-

undangan hukum dalam syar’iah muamalah ialah terwujudnya kemaslahatan

*Nazaruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: Al-Maarif, 1993), hlm. 101
Y Ibid., him. 107

"®™M. Faruq an-Nabham, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem
Kapitalis dan Sosialis, tetj. Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 129
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manusia.’* Maka setiap perkara hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah, di
dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki yang umum, dan bukan khusus
untuk suatu kelompok dan lingkungan tertentu, demi untuk mewujudkan
maslahat buat manusia dan menolak setiap yang membawa mafSadat.

Syariah Islam dalam bidang mu’amalah, pada umumnya atau dasarnya
hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum.
Sedangkan secara rinci diserahkan kepada umat Islam, selama perinciannya
itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'ah
Islam khususnya prinsip-prinsip muamalah.?’

Pengertian muamalah dalam skripsi ini adalah bagian figh yang
membahas hubungan antara manusia (pemerintah) dengan manusia lain
(pedagang kakilima) yang bersifat duniawi yang berbentuk suatu akad
perjanjian yang tercantum dalam Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002.

Bidang muamalah adalah langsung menyangkut pergaulan yang
bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama khususnya prinsip-prinsip
muamalah tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peranan prinsip-prinsip
muamalah dalam melakukan akad untuk memenuhi hajat hidup manusia
tersebut sangatlah penting diaplikasikan.

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalah sebagai

berikut:

42.

Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 20
*Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), him.
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Pertama pada dasarnya muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan
lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, artinya bahwa hukum Islam memberikan
kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat 2! Qaidah usuliyah
menyebutkan:

2 aag i o Jdall Uy s Aalyl el i duaY!

Kedva muamalah itu didasarkan atas suka sama suka, tanpa
mengandung paksaan.”® Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan
kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan karena pelanggaran
terhadap kebebasan kehendak tidak dibenarkan sebagai suatu bentuk
mu'amalah dalam Islam.

Ketiga muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup masyarakat.>* Artinya
bahwa apabila ada bentuk mu'amalah dalam bentuk perjanjian maupun
pengaturan tidak mendatangkan manfaat tetapi malah menimbulkan
madharat dan merusak kehidupan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam
Islam.

Dalam kaitannya dengan inti dari magqasid asy-syar’jyah adalah untuk
kepentingan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sehingga al-Qur'an

dalam penetapan pokok dan dasar hukum adalah untuk mendatangkan

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalah, him. 15
2Jalal ad-Din as-Sayuti, al-Asybah an-Nazair, him. 43

B Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalah, hlm. 5
*Ibid..



16

kemaslahatan manusia (ja/b al-masalif) dan menolak kerusakan dari manusia
(dar’v al-mafasid).”®

Pada hakekatnya tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam
syara' (muamalah) ialah terwujudnya kemaslahatan manusia.”® Maka setiap
perkara hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang ada di dalamnya semua
merupakan kemaslahatan yang hakiki yang umum, dan bukan khusus untuk
suatu kelompok dan lingkungan tertentu, demi mewujudkan maslahat bagi
manusia dan menolak setiap yang membawa mafsadat.”’

Lebih dari itu, Syarmin Syakur memaparkan ketika ia menjelaskan
kemukjizatan al-Qur'an pada poin keenam menyatakan bahwa al-Qur'an
mengandung syari'ah Islam yang hukumnya berjalan dengan tegas, elastis dan
cocok di segala tempat untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan
manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya.28

Yusuf al-Qardawi, mengutip pendapat al-Gazali dan asy-Syatibi,
mengatakan bahwa kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yakni kemaslahatan
yang bersifat daruriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Selanjutnya kemaslahatan
yang bersifat daruriyyat terdiri dari ad-din (agama), jiwa, keturunan, akal dan

harta.”’

2Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Figh Mu'amalahhlm. 149

%Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Jslam, hlm. 20

% Ibid,, him. 44

28Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 50
Py usuf Qardawi, Membumikan Syari’at, hlm. 57
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Kemaslahatan yang dimaksud dalam syari'at Islam adalah
kemaslahatan yang menjadi fondasi bagi tegaknya syari'ah Islam, baik dalam
kulliyahnya maupun juziyyah-nya. la merupakan kemaslahatan yang
dipelihara oleh keseluruhan hukum-hukum yang dikandung oleh syari'ah
tersebut.

Sedangkan Dahlan Idhamy mengatakan asas-asas muamalah
dituangkan dalam syari’at hukum darari atau hal yang pokok dalam
kehidupan manusia. Hukum Aajjiy yaitu hukum yang menyelaraskan dengan
hajad dan kebutuhan manusia serta hukum zahsini yang merupakan unsur
keindahan hidup yang merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia.*

Keempat muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan.*!

Keadilan merupakan prinsip yang utama, schingga al-Qur'an
menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan.
Pandangan M. N. Siddiqi, walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap
individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya

terhadap kehidupan sosial.*> Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

*Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam, hlm. 20
3! Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Mu'amalah, him. 17

*Muhamamd Nejtuilah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi da]am Islam, ab. Anas Sidiq
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 40
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Pengertian keadilan secara umum, maksudnya adalah meletakkan
suatu perkara (benda) pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya, kezaliman
adalah meletakkan suatu perkara pada tempat yang bukan sebenarnya.

Untuk aspek yang berkenaan dengan isu ekonomi, M.N. Siddigi,
dengan mengutip pendapat Abu A’la al-Maududi, ketika menguraikan ide
keadilan dalam Islam, menyebutkan bahwa keadilan harus merupakan: 1]
suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan yang direalisasikan di antara
orang-orang yang mempunyai hak; 2] hak seseorang hendaklah diserahkan
dan diberikan dengan seksama.>* Dengan demikian, apa yang ditentukan
Allah mengenai prinsip keadilan bukanlah kesamaan hak semata akan tetapi
perbandingan dan keseimbangan dalam hak tersebut. ‘

Selama masih berhubungan dengan masalah mu'amalah, khususnya
tentang kehidupan ekonomi dalam masyarakat, tentunya tidak bisa terlepas
dari tata cara akad (transaksi) itu sendiri. Dalam hukum Islam, khususnya
hukum mu'amalah, akad mendapatkan porsi yang cukup signifikan dalam

garapannya.

33QS. An-Nahl (16): 90
**Muhamamd Nejtuilah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, him. 45
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Hukum Islam (figh) memberikan definisi tentang masalah transaksi

(akad) ini, yaitu:

Bl Al Gy @ g pla da g Ao Jaly laY) Bls )

Sedangkan Ahmad Abu Fath mendefinisikan akad adalah
“bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dan gabu/ yang
diberikan oleh pihak lainnya dan menimbulkan akibat hukum pada
obyeknya.”

Dengan demikian, secara garis besar akad mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
1. Akad menganut teori kepercayaan, tidak menganut teori kemauan
2. Akad tidak meliputi kehendak sepihak
3. Akad termasuk tindakan hukum
4. Akad lahir dari semangat obyektif yang menguasai hukum Islam.>’

Ada beberapa prinsip dasar transaksi (akad), baik dari ayat al-Qur'an,
hadis Nabi SAW maupun kaidah-kaidah figh, yang dapat dijadikan acuan

dalam memahami transaksi, antara lain:

>Wahbah az-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2004),
1v: 218,

6Ahmad Abu Fath, Kitab al-Mu'amalit i asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-
Misriyyah (Mesir: Matba’ah al-Busfur, 1913), hlm. 39

’Syamsul Anwar, “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam”, dalam LAPORAN
PENELITIAN INDIVIDU (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2002), hlm. 55-60
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1. Dalam al-Qur'an disebutkan:
33 g8ally 1 g8 5l 1 il el
O ket (eSS O W) Jalally aSiy oSl gl ) ILSY ) il i) Ll
¥ aSie pal i
2. Kaidah figh menyatakan:
40 382l ole jillle dliaiii g (palaiall Ly 2=l 8 JuaY)

Sesuai dengan penyusunan skripsi ini, yaitu mengenai Peraturan

Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pengaturan

pedagang kakilima, permasalahan pedagang informal ini harus cepat
mendapat respon untuk dilindungi dan dipecabkan pemasalahannya seperti
yang dideskripsikan sebelumnya di latar belakang masalah. Oleh karena itu,
dalam penelitian selanjutnya penyusun berharap dapat mengaplikasikan dan
menemukan prinsip-prinsip muamalah di atas dalam Perda Kota Yogyakarta
No. 26 Tahun 2002, schingga proses perlindungan dan penanganan Pedagang
Kakilima oleh pemerintah Kota Yogyakarta tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip ajaran Islam.

253

3QS. Al-Maidah (5): 1
*QS. An-Nisa’ (4): 29
“Ali Ahmad an-Nazawi, al-Qawa’id al-Fighiyyah (Damascus: Dar al-Qalam, 1994), him.
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F. Metode Penetitian

. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian
pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan,

mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber

tertulis.*!
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat diskriptif analitis, dalam pengertian ini
tidak hanya sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi
analisis dan interpretasi dari data tersebut.” Pada penelitian terhadap
Peraturan Daerah maupun Undang-undang, maka tidak terlepas dari
sejarah dan latar belakang peraturan tersebut, yakni Perda Kota

Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pedagang kakilima.

. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada
dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembenar atau pembanding thdp
masalah yang dibahas. Selain itu, penyusun juga memposisikan hukum
Islam sebagai kacamata untuk melihat penataan pedagang kakilima dalam

Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002, schingga dapat diambil suatu

43

*"Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rake Serasin, 1989), him.

“Lexi Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,

1993), him. 161
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kesimpulan tentang eksistensi penataan pedagang kakilima dari perspektif
hukum Islam.
. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library
research), maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap obyek
yang akan diteliti, yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 dan
penjelasannya merupakan sumber primer dari penelitian ini. Sedangkan
sumber sekundernya adalah berupa buku-buku literatur, serta karya-karya
ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Beberapa buku yang
dapat disebutkan di sini antara lain: a/-Asybah wa an-Nazair (Karya Jalal
ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuti), Pengantar dan Asas-Asas Hukum
Perdata Islam (karya Masduha Abdurrahman), Asas-Asas Hukum
Muamalat: Hukum Perdata Islam (Ahmad Azhar Basyir), dan beberapa

buku lain senada.

. Analisis Data

Setelah data-data térkumpul, selanjutnya penyusun mencoba
menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut agar dapat
menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk itu maka penyusun
menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode induktif, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang umum.*

*“Sutrisno Hadi, dkk., Metodologi Research I(Yogyakarta: Andi Offset, 1997)
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b. Metode deduktif, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan
dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus.*

c. Interpretatif, yakni penafsiran atau pemahaman terhadap sumber-
sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk

memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sitematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima
bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh,
maka penyusun mencoba menjeneralisirnya daiam sistematika berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang pengertian muamalah
dalam hukum Islam yang meliputi pengertian mu'amalah. sumber-sumber
hukum muamalah, kedudukan muamalah, asas-asas muamalah, dan prinsip-
prinsip muamalah.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pedagang kakilima dalam
Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 yang meliputi latar belakang
pembinaan dan penertiban pedagang kakilima, proses pengajuan tempat dan

perizinan, hak dan kewajiban pedagang kakilima, larangan dan sanksi

“ Ibid, him. 36
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hukuman, proses pendidikan dan sanksi administratif bagi pedagang
kakilima.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam tentang Perda Kota
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pedagang kakilima yang meliputi
intervensi pemerintah menetapkan peraturan dalam Islam dan melihat dengan
menganalisis Perda yang ditinjau dari prinsip-prinsip mu'amalah dalam
hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan

kata penutup. <



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap
Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tahun 2002 dalam masalah
penataan pedagang kakilima, dapat diambil beberapa poin penting yang dapat
dijadikan kesimpulan akhir penelitian ini, sebagaimana berikut:
1. Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 mengatur pedagang kakilima
dengan tujuan yang meliputi:
a. merupakan perlindungan dan adanya pengakuan terhadap keberadaan
pedagang kakilima di Kota Yogyakarta
b. merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kota Yogyakarta
untuk melakukan fasilitasi ataupun pembinaan, pengaturan dan
penertiban terhadap pedagang kakilima
c. untuk mewujudkan sitem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang,
aman, tertib, lancar dan sehat
Juga dengan adanya Perda ini nantinya pedagang kakilima akan
diberikan pembinaan oleh pihak Walikota dengan memberikan
pengarahan dalam rangka mengembangkan usaha mereka yang berupa
fasilitasi yang mereka butuhkan, serta pengawasan terhadap pelakasanaan
atau terealisasinya tujuan tersebut yang dilakukan oleh Walikota atau

pejabat yang telah ditunjuk.
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2. Dalam hukum Islam, pemerintah berhak melakukan campur-tangan
(intervensi) dan memberikan peraturan terhadap masyarakat untuk
menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan hak-hak dasar manusia, yaitu
agama, jiwa, akal, harga diri dan harta.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun
2002 tentang penataan pedagang kakilima, ada dua macam:

a. Dilihat dari dasar legal intervensi yang ada dalam Islam dan
dihubungkan dengan intervensi pemerintah Kota Yogyakarta dalam
menentukan peraturan daerah tentang pedagang kakilima telah
mengacu kepada standar dasar syari'ah Islam. Hal ini sesuai dengan
perda tersebut, yaitu memberikan pembinaan, pengawasan dan
penataan pedagang kakilima agar kota tetap aman

b. Dilihat dari prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam bahwa Perda
Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tidaklah bertentangan dengan
kaijdah-kaidah dan prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam karena di
dalamnya banyak menyimpan pesan-pesan pemelirahaan hak individu,
kesejahteraan, keadilan, kepentingan dan maslahat pedagang kakilima
itu sendiri selaku masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya

sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik.
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B. Saran-saran

1.

Dalam masalah Peraturan Daerah umumnya dan Kota Yogyakarta
khususnya, tentang Penataan Pedagang Kakilima No. 26 Tahun 2002 agar
dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dan masyarakat Yogyakarta
untuk menata Yogyakarta lebih maju lagi. Dengan adanya Perda tersebut
hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak keluar dari
hukum-hukum mu'amalah Islam

Perlunya dilakukan kajian hukum mu'amalah Islam yang lebih
berkesinambungan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga
didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan

zaman. <
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